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Abstrak 
Kajian Yuridis Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Menurut Undang-undang No.3 
Tahun 2024 atas Perubahan Undang-Undang Desa No.6 Tahun 2014 dan Dampak pada 
Efektivitas Kerja:   Studi   Kasus   di   Desa   Grogol   Kecamatan   Kapetakan   Kabupaten   
Cirebon.   Latar Belakang,Undang-Undang No.3 Tahun 2024 tentang perubahan signifikan 
dalam masa jabatan kepala   desa,yang   sebelumnya   6   tahun   menjadi   8   tahun   dengan   
batas   maksimal   3 periode.Perubahan ini memicu perdebatan tentang dampaknya terhadap 
efektivitas kerja kepala desa.Tujuan Penelitian,penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara 
yuridis perpanjangan masa jabatan kepala desa menurut Undang-Undang No.3 Tahun 2024 
dan dampaknya pada efektivitas kerja kepala desa di Desa Grogol Kecamatan Kapetakan 
Kabupaten Cirebon. Metode Penelitian.Penelitian ini menggunakan metode penelitian 
hukum normatif dan empiris. Analisis hukum normatif dilakukan untuk memahami aspek 
yuridis perpanjangan masa jabatan kepala desa, sedangkan analisis empiris  dilakukan  
melalui  studi  kasus  di  Desa  Grogol  untuk mengetahui dampaknya pada efektivitas kerja 
kepala desa. Hasil penelian menunjukan bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat 
memberikan dampak positif pada efektivitas kerja kepala desa, karena kepala desa memiliki 
waktu yang lebih lama untuk melaksanakan program- program pembangunan desa.  Namun, 
perpanjangan masa jabatan juga memicu resiko penyalahgunaan kekuasaan dan penurunan 
kinerja kepala desa jika tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas. 
Kesimpulan, perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat menjadi peluang bagi kepala desa 
untuk meningkatkan efektivitas kerja, namun perlu diimbangi  dengan  peningkatan  
kapasitas  dan  akuntabilitas  kepala  desa  untuk  mencegah penyalahgunaan kinerja. Oleh 
karena itu, perlu dilakukan pengawasan dan evaluasi yang ketat terhadap kinerja kepala desa 
untuk memastikan efektivitas kerja kepala desa.   
 
Kata Kunci: Perpanjangan Masa jabatan Kepala Desa, Efektivitas Kerja, Undang-Undang   

Desa, Desa Grogol.   

 
Abstract 
Legal Study of Extension of Term of Office of Village Head According to Law No. 3 of 2024 on 
Amendments to Village Law No. 6 of 2014 and Impact on Work Effectiveness: Case Study in Grogol 
Village, Kapetakan District, Cirebon Regency. Background, Law No. 3 of 2024 concerning significant 
changes in the term of office of village heads, which previously was 6 years to 8 years with a maximum 
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limit of 3 periods. This change sparked debate about its impact on the effectiveness of the work of village 
heads. Research Objectives, this study aims to legally examine the extension of the term of office of 
village heads according to Law No. 3 of 2024 and its impact on the effectiveness of the work of village 
heads in Grogol Village, Kapetakan District, Cirebon Regency. Research Methods. This study uses 
normative and empirical legal research methods. Normative legal analysis is carried out to understand 
the legal aspects of extending the term of office of village heads, while empirical analysis is carried out 
through a case study in Grogol Village to determine its impact on the effectiveness of the work of village 
heads. The research results indicate that extending the village head's term of office can have a positive 
impact on the village head's effectiveness, as it gives the village head more time to implement village 
development programs. However, term extension also carries the risk of abuse of power and a decline in 
village head performance if not balanced with increased capacity and accountability. In conclusion, 
extending the village head's term of office can provide an opportunity for village heads to improve their 
work effectiveness, but this must be balanced with increased capacity and accountability to prevent 
abuse of power. Therefore, strict monitoring and evaluation of village head performance are necessary 
to ensure their effectiveness. 

Keywords: Extension of Village Head Term of Office, Work Effectiveness, Village Law, Grogol Village. 

A.  Pendahuluan 

Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  adalah  negara  yang  menganut  sistem 

Demokrasi, hal ini di tegaskan dalam undang–undang Dasar Negara Republik Indonesia atau 

UUD NRI 1945, pada pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat 

dan dilaksanakan menurut undang–undang   Dasar. Dari sudut pandang etimologi demokrasi 

berasal   dari   bahasa   yunani   yakni   dari kata demos (rakyat), dan cratein (memerintah). 

Menurut R. Kranenburg, perkataan demokrasi yang membentukdari dua pokok kata yunani 

tersebut maknanya adalah cara memerintah oleh rakyat, jadidemokrasi dapat diartikan 

pemerintahan mendapatkan mandatnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Sarja 

2016). 

Desa telah memperoleh eksistensinya untuk melaksanakan fungsi dan kewenangannya 

setelah konstitusi dan UU Desa memberikan pengakuan yang kuat. Meskipun titik berat 

otonomi diletakan pada tingkat kabupaten /kota, namun pada hakekatnya, kemandirian 

tersebut  harus  dimulai  dari  leve  pemerintahan  di  tingkat  paling  bawah,  yaitu  Desa. 

Keberadaan desa di Indonesia yang menganut prinsip negara hukum harus dibuktikan 

dengan  eksistensi  lembaga–lembaga  kekuasaan  desa  dalam  menjalankan  urusan  rumah 

tangganya sendiri. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Soetarjo yang mengatakan bahwa 

pemerintah  desa  dalam  artian  kepala  desa  memunyai hak  untuk  melaksanakan urusan 

pemerintahannya  berdasarkan  kepada rumah tangganya sendiri sesuai dengan 

kebutuhannya sendiri.   

Dalam pemerintahan desa, kepala desa dipilih secara demokratis oleh rakyat tanpa ada 

campur tangan atau ikatan tendensi politik oleh elit birokrasi, dan jika tidak terpilih dari 

sekumpulan masyarakat diberikan kewenangan atau otoritas di dalam menyelenggarakan 

urusannya sebagaimana diatur dalam pasal 18 UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, yang 

mengatur  mengenai  otoritas  desa  dalam  pelaksanaan  pembangunan  desa,  pembinaan 

kegiatan  masyarakat  desa,  serta  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  desa,  memberikan 

eksistensi kepada masyarakat desa sesuai dengan hak asal usul yang dimilikinya serat adat 

istiadat yang melekat padanya. Hal ini dituangkan dalam berbagai pembentukan perundang– 

undangan desa yang terpisah dengan peraturan perundang–undangan pemerintah daerah di 
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tingkat  atasnya  sehingga  dapat  memberikan  eksistensi  yang  lebih  kepada  kepala  desa. 

Peraturan desa ditetapkan berdasarkan kaitan dengan konsekwensi pelanggaran 

kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri, atau dalam rangka melaksanakan 

kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa setempat.    

Pada beberapa bulan yang lalu muncul gejolak dari kepala desa yang menuntut 

perpanjangan masa jabatan kepala desa. Kepala desa merupakan aktor utama pembangunan 

desa   dimana   kepemimpinannya   kepala   desa   mampu   mengkoordinasi   atau   menjadi 

pemimpin dalam menjawab respresentasi publik dalam semua kepentingan baik komite desa 

ataupun masyarakat luas, seorang kepala desa idealnya mampu mempengaruhi orang lain 

dalam kepemimpinannya sehingga diharapkan orang yang dipimpinnya dapat memberikan 

dampak terhadap pembangunan desa. Artinya kepala desa idealnya merupakan figur yang 

mampu mempengaruhi masyarakat dalam membangun desa sebagaimana amanah UUD 

1945.  Problem yang sering  dihadapi  oleh  pemerintah  desa  adalah  lemahnya  berbagai 

keterlibatan masyarakat untuk mengambil bagian dalam menjalankan fungsi pemerintahan 

desa.    

Pembangunan desa yang berlandaskan pada hukum dan konstitusi pada hakikatnya 

merupakan upaya perbaikan standar hidup manusia agar dinaikan ketingkat yang lebih 

tinggi.  Filosofi negara kesejahteraan  adalah  meletakan  kesejahteraan  pada  masyarakat 

sehingga menjadikan masyarakat hidup lebih damai, artinya tingkat kenyamanan kepada 

masyarakan akan lebih  pasti  menciptakan  kelangsunganhidup  yang  lebih layak  dimasa   

depan yang lebih baik. Tugas mewujudkan tujuan pembangunan desa yang bertumpuk pada 

kepala desa idealnya sejalan dengan nilai-nilai etika dan moralitas beragama, jika tidak 

demikian maka melahirkan tindakan tidak manusiawi dan dapat merusakan tatanan birokrasi 

dalam memaknai nilai-nilai kemanusiaan.   

Masa jabatan kepala desa tidak diatur secara eksplisit dalam UUD NKRI 1945 seperti 

halnya masa jabatan presiden dan wakil presiden serta masa jabatan kepala daerah, tetapi 

hanya diatur dalam pasal 39 UU No.6 /2014.  Mahkamah  Konstitusi  (MK)dalam  putusan  

perkara Nomor  15 / PUU-XXI/2023 menyatakan dinamika perubahan pada pengaturan 

mengenai masa jabatan kepala desa sangatlah tergantung pada faktor filosofis, yuridis, 

sosiologis yang mempengaruhi pada saat ketentuan tersebut dibuat. Dengan kata lain, apabila 

suatu saat pembentuk undang–undang berpendirian bahwa dengan memberhentikan   

perkembangan   masyarakat   terdapat kebutuhan  untuk  membatasi  masa  jabatan  kepala  

desa,  ketentuan  sebelumnya,  hal  itu tidaklah  serta-merta  dapat  diartikan  bertentangan  

dengan  UUD  NRI  1945  sepanjang pertimbangan untuk melakukan pembatasan demikian 

tidak memuat hal–hal yang dilarang oleh UUD NRI 1945. Termasuk juga apabila terdapat 

perbedaan mengenai jangka waktu kepala desa menjabat denagn masa jabatan publik lainnya, 

hal tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang–

undang.   

Berdasarkan uraian dan penjelasan pada latar belakang masalah diatas, terdapat isu 

hukum yang menarik untuk dapat ditelaah yaitu bagaimana pandangan demokrasi terhadap 

perpanjangan masa jabatan kepala desa? Jika pembentuk undang–undang menerima usulan 

demo para kepala desa untuk melakukan perpanjangan masa jabatan sampai 27 tahun atau 1 

periode 9 tahun dikarenakan kebijakan tersebut termasuk dalam hukum kebijakan terbuka 
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(open legal policy) maka masa jabatan yang terlampau panjang tidak sesuai dengan prinsip 

demokrasi. Oleh sebab itu penelitian ini sanagat penting dilakukan karena dalam prinsip 

demokrasi negara demokasi menghendaki adanya pembatasan kekuasaan.   

Adanya perpanjangan masa jabatan kepala desa membuat adanya potensi keterlambatan 

sirkulasi elit di desa. Apabila jabatan kepala desa terlalu lama, hal ini dapat menyebabkan 

terjadinya  karakter  yang  otoliter  dan  sewenang – wenang  dari  prilaku  penguasa  itu. 

Kekuasaan di desa akan berpusat pada satu pimpinan atau disebut sebagai idiologi politik 

otoliter,yaitu hanya menekankan kekuatan pemerintah atau individu tertentu tanpa melihat 

kebebasan   pribadi.   Sebaliknya, jika   masa   jabatan   kepala   desa   terlalu   pendek  akan 

menyebabkan kegagalan untuk mencapai visi dan misi, jadi tidak ideal bagi kepala desa 

untuk menjalankan pemerintahan desa. Masa jabatan yang ideal di negara–negara maju 

adalah 4 atau 5 tahun,dan di Indonesia kepala desa menjadi 6 tahun untuk 1 periode dan 

dapat dipilih kembali dalam periode yang kedua. Masa jabatan ini ideal untuk memberikan 

batasan agar karakter yang otoliter dan sewenang– wenang dari kepala desa tidak terbentuk.  

 

B. Metode  

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan 

pendekatan hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku 

meliputi undang-undang yang mempunyai relevansi dengan permasalahan sebagai bahan 

hukum sumbernya. Penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan 

adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau hanya 

menggunakan data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan 

bahan-bahan berupa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum peraturan hukum yang 

berhubungan dengan pokok bahasan. 

Sumber data yang digunakan untuk mengkaji penelitian yuridis normatif ini yaitu data 

sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan untuk memperoleh landasan teori 

berupa tulisan-tulisan maupun pendapat para ahli maupun pihak-pihak lain yang 

berwenang serta informasi lain dalam bentuk ketentuan formal maupun melalui naskah 

resmi yang ada. Adapun, data sekunder dalam penelitian ini yakti peraturan perundang-

undangan terkait dengan pemberian pesangon bagi tenaga kerja di Indonesia serta Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain itu, didukung juga dengan menggunakan data, 

keterangan maupun pengetahuan yang berasal dari buku maupun artikel yang relevan 

terkait dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data atau bahan hukum yang dibutuhkan 

dalam penelitian data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder.  

Dalam penelitian ini, setelah data yang dikumpulkan dari sumber hukum 

diklasifikasikan dan kemudian dianalisis secara kualitatif, yang berarti menguraikan data 

dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, dan efektif sehingga lebih mudah untuk 

dipahami hasil analisis. Selanjutnya, kesimpulan dari sumber hukum dengan menggunakan 

logika berpikir yang berarti penalaran yang berlaku secara khusus untuk orang-orang 

tertentu. Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan-bahan hukum. Penafsiran 

sistematis yang dilakukan dengan cara mengamati dan mengkaji dengan hubungan antar 
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pasal yang satu dengan pasal yang lainnya, baik yang terdapat dalam undang-undang 

maupun yang terkandung dalam peraturan lain. Selanjutnya, dalam menyusun penelitian 

ini hukum ini menggunakan analisis guna mengolah data yang didapatkan berupa analisis 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengenai pemberian pesangon 

tenaga kerja. Adapun, metode berpikirnya adalah metode deduktif yang kemudian 

dihubungkan dengan teori dari studi kepustakaan, yang selanjutnya dibuat Kesimpulan 

guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.   

 

C. Hasil dan Pembahasan 

Negara hukum adalah negara yang segala tindakannya didasarkan dan diatur oleh 

hukum. Prinsip demokrasi yang dianut dalam UUD 1945 menyatakan bahwa segala tindakan 

penyelenggaraan negara dan warga negara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. 

Konsep negara hukum yang disebut Rechstat oleh Julius Stahl mencakup empat elemen 

penting yaitu: perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintah manusia, 

pembagian kekuasaan, pemerintah berdasarkan Undang-undang dan peradilan tata uasaha 

negara.   

Dilihat dari perumusan masalah tentang kajian yuridis perpanjangan masa jabatan kepala 

desa menurut UU No. 3 tahun 2024 atas perubahan UU No.6 tahun 2014 dan dampaknya pada 

efektivitas kinerja dapat meliputi beberapa pertanyaan dalam penelitian ini yakni:   

1. Apa urgensi perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam UU No.3 tahun 2024, dan  

bagaimana perubahan ini mempengaruhi efektivitas kinerja kepala desa?   

a. Urgensi perpanjangan masa jabatan:   

1) Memberikan  waktu  yang  lebih  panjang  bagi  kepala  desa  untuk  menyelesaikan 

program-program pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.  

2) Mengurangi polarisasi masyarakat desa setelah pemilihan kepala desa, sehingga  

menciptakan stabilitas politik dan sosial di desa.   

3) Memungkinkan kepala desa untuk bekerja lebih efektif dalam jangka panjang dan  

meningkatkan kapasitas pemerintahan desa.   

b. Dampak pada efektivitas Kinerja   

1) Peningkatan   regenerasi   kepemimpinan:   Pembatasa   jumlah   periode   maksimal 

menjadi 2 periode memungkinkan regenerasi kepemimpinan di tingkat  desa, 

memberika  kesempatan  pada  generasi  muda  atau  calon  pemimpin  baru  untuk 

berkontribusi dalam pembangunan desa.   

2)Perubahan dalam Pengelolaan Desa: Masa jabatan yang lebih panjang memungkinkan 

kepala desa  untuk  merencanakan  dan  melaksanakan  program-program jangka 

Panjang dengan lebih efektif.  

3) Efektivitas kinerja:  Pepanjangan masa jabatan  kepala  desa  dapat  meningkatkan 

efektivitas kinerja kepala desa dalam mengelola desa, karena mereka memiliki waktu 

yang lebih lama untuk melaksanakan program-program pembangunan.   

 

2. Bagaimana ketentuan masa jabatan kepala desa sebelum dan sesudah perubahan dalam 

peraturan perundang-undangan di indonesia? Apakah perpanjangan masa jabatan kepala 

desa sesuabai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan konstituonalitas?   
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a. Ketentuan masa jabatan kepala desa di indonesia di terbitkannyaUU No.3 tahun 2024 

tentang perubaahan kedua aats Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang desa.   

1) Sebelum Perubahan (UU No,6 tahun 2014).   

a) Masa jabatan kepala  desa  adalah  6  tahun  per  periode,  terhitung  sejak  awal 

pelantikan   

b) Kepala desa dapat menjabat maksimal 3 periode (18Tahun), baik secara berturut- 

turut maupun tidak berturut-turut.   

2) Sesudah perubahan (UU No.3 tahun 2024).   

a) Masa jabatan kepala desa diperpanjang menjadi 8 tahun per periode.   

b) Kepala desa maksimal 3 (periode).   

    

b. Prinsip Demokrasi    

 Perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat berpotensi mengurangi kesempatan  

masyarakat untuk memilih pemimpin baru dan mempangaruhi akuntabilitas kepala 

desa.  Namun pembatasan jumlahperiodemaksimalmenjadi 2 periode  dapat mempercepat 

regenerasi kepemimpinan di tingkat desa dan memberikan kesempatan kepada calon-

calon pemimpin baru.   

Perubahan Undang-undang desaharus melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat 

desa dan mempertimbangkan aspirasi mereka.Dalam hal ini,perlu dilakukan evaluasi 

lebih  lanjut  apakah  perubahan  masa  jabatan  kepala  desa  telah  melaluui  proses 

konsultasi yang memadai dengan Masyarakat desa. Dalam kesimpulan,perpanjangan 

masa  jabatan  kepala  desa  menjadi  8  tahun  memiliki  dampak  positif dan dampak 

negatif.Oleh karena itu, penting untuk terusmemantau dan mengevaluasi pelaksanaan 

perubahan.Perubahan ini untuk memastikan pemerintahan desa tetap demokratis dan 

resfonsif terhadap kebutuhan masyarakat.   

 

3. Dampak dari adanya perpanjangan masa jabatan kepala desa itu akan membawa dampak 

positif dan dampak negatif bagi masyarakat desa tersebut.   

a. Dampak Positif   

Pada pengajuan usulan perpanjangan masa jabatan kepela desa desa yang diajukan 

secara besar–besaran oleh seluruh persatuan kepala desa di indonesia kepada DPR 

mendapat lampu hijau dan respon positif, bahkan badan legislatif dan bebrapa anggota 

fraksi  partai  politik  di  DPR  dengan  siap  merevisi  undang–  undang  apabila  itu 

diperlukan atau bisa dikatakan siap merevisi Undang–Undang Desa menjadi program– 

program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas untuk tahun 2023. Dalam persoalan 

perpanjangan masa jabatan kepala desa yang awalnya 6 tahun kini menjadi 8 tahun, 

tentunya memiliki dampak positif yang amenjadi alasan kuat dimana kepala desa 

mampu dan siap dalam mengajukan usulan tersebut  kepada Dewan  Perwakilan  Rakyat  

(DPR),  Pada  hal  ini  penulis  merangkumnya  kedalam beberapa bagian diantaranya :    

1) Kepala desa mampu menjalankan Visi dan Misi yang mereka miliki secara maksimal 

terhadap masyarakat.   

2) Kepala desa mampu menjalankan Rancangan Kerja Jangka Menegah (RJPM) secara 

maksimal.   
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3) Kepala  desa  mampu  menuntaskan  pembangunan  desa  dan  mensejahterakan  

masyarakat secara baik dan maksimal apabila masa jabatan apabila masa jabatan yang 

diberikan juga panjang.   

4) Kepala desa mampu menjalankan tugas pokoknya sebagai seorang pemimpin secara 

maksimal apabila masa jabatannya 9 tahun dengan tidak perlu mencalonkan kembali 

apabila sudah habis masa jabatan tersebut dalam kurun waktu 6 tahun, karena masa 

jabatan 9 tahun dianggap masa jabatan yang ideal untuk 1 kali periode.   

5) Menyelesaikan persoalan yang ada di desa demi mencapai tujuan pembangunan  

desa yang lebik baik dengan masa jabatan yang lebih lama.   

6) Menghindari  gejolak  konflik  pasca  pilkades  dengan  warga  masyarakat  tidak  

menghadapi ketegangan pada saat pilkades  dilaksanakan.   

7) Memberikan kesempatan yang lebih lama untuk kepala desa yang baru menjabat  

dengan masa 2 periode untuk melanjutkan kepemimpinannya menjadi 3 periode   

sesuai dengan  untutan  yang  diajukan  kepala  desa  yaitu  masa  jabatan  yang 

diperpanjang maksimal 9 tahun  tiga periode.   

b. Dampak Negatif   

Dalam persoalan perpanjangan masa jabatan kepala desa sudah menjadi hukum alam 

bahwa baik dampak positif ataupun negatif akan terjadi apabila usulan tersebut terjadi, 

sebagaimana yang telah dijelaskan  diatas  tentang  dampak  positif  dari perpanjangan  

masa jabatan kepala desa, kini dampak negative pun tentu dimiliki dalam perpanjangan 

masa jabatan kepala desa.  Berdasarkan  berita  yang  didapat  di  plaform  dan  eibsite  

nasioanal  dan  juga penjelasan pakar hukum tata Negara bahwa usulan perpanjangan 

masa jabatan kepala desa memiliki dampak negatif yang cukup luas, meskipun dampak 

positif dan negatif belum dikaji secara menyeluruh oleh kemendagri, akan tetapi 

dampak negatif yang nant akan ditimbulkan apabila isu ini benar–benar terjadi akan 

menjadi polemik besar dikalangan masyarakat,tentunya masyarakat desa. Dampak 

negatif yang ditimbulkan dari wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa terlihat 

lebih dominan daripada dampak positif yang dihasilkan, sehingga secara logika  saja  

dapat  ditemukan  bahwa  prpanjangan  masa  jabatan  kepala  desa  yang terhitung lebih 

panjang daripada aturan masa jabatan kepala desa sebelumnya akan mengakibatkan 

ketidaknyamanan dikalangan masyarakat desa, terlebih lagi bahwa apabila 

perpanjanagan masa jabatan kepala desa tidak menghasilkan dampak yang cukup 

mencolok terhadap pembangunan desa, maka akan mengakibatkan kerugian besar 

dikalangan masyarakat desa. Hal ini dapat dilihat dari masa jabatan kepala desa yang 

waktunya 6 tahun aja tidak  memberikan  hasil  yang  signifikan terhadap kemajuan desa,  

apalagi  masa  jabatan  yang  lebih  panjang  tentunya  tidak  akan berdampak positif 

terhadap desa, apalagi tuntutan perpanjangan ini dilaksanakan oleh kepala  desa  itu 

sendiri  selaku  pemimpin  sudah  tentunya  bahwa  hal  ini  adalah keinginan pribadi 

bukan keinginan dari masyarakat desa.  

 

4. Bagaimana implikasi perpanjangan masa jabatan kepala desa terhadap hak masyarakat 

untuk memilih pemimpin baru secara berkala? Apakah perubahan ini berpotensi 

mengurangi kesempatan masyarakat untuk menilai kinerja kepala desa dan memberikan 
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mandat kepada calon pemimpin baru?  Perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun 

menjadi 8 tahun, seperti yang diatur dalam undang-undang No.3 Tahun 2024, memiliki 

implikasi penting terhadap hak masyarakat untuk memilih pemimpin baru secara berkala. 

Berikut beberapa poin penting yang perlu dipertimbangkan:   

a. Pengurangan kesempatan Masyarakat: Perpanjangan masa jabata kepala desa berpotensi 

mengurangi kesempatan masyarakat untuk menilai kinerja kepala desa dan 

memberikan  mandat  kepada  calon  pemimpin  baru,  ini  karena  masyarakat  harus 

menunggu  lebih  lama  untuk  memilih  pemimpin  baru,  yang  dapat  menyebabkan 

keengganan untuk melakukan perubahan kepemimpinan.   

b.  Stabilitas   Pemerintahan   Desa:   Perpanjangan   masa   jabatan   kepala   desa   dapat 

memberikan  stabilitas  dalam  pelaksanaan  program  pembangunan  desa.  Namun, 

stabilitas ini dapat tercapai denagnmengorbankan hak-hak demokrasi masyarakat.   

c.  Risiko  Penyalahgunaan  Kekuasaan:  Perpanjangan  masa  jabatan  kepala  desa  juga 

berpotensi menimbulkan risiko penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan. Kepala desa 

yang menjabat lebih lama dapat menjadi lebih kuat dan lebih lama dapat menjadi kuat 

dan kurang akuntabel kepada masyarakat.   

d. Dampak terhadap Demokrasi Lokal: Perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat 

melahirkan degradasi demokrasi lokal, khususnya didesa. Ini karena perpanjangan 

masa jabatan tidak sesuai dengan prinsip demokrasi, yaitu pembatasan kekuasaan dan 

rotasi kepemimpinan.   

e. Keterlibatan Masyarakat:  Perpanjangan masa jabatan kepala desa juga berpotensi 

menurunkan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan desa. Masyarakat 

mungkin merasa bahwa suara mereka tidak lagi penting dalam menentukan 

kepemimpinan desa.   

 

Dalam perspektif konstitusionalitas, perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat 

dipandang sebagai upaya pembatasan hak masyarakat dalammemilih pemimpin baru 

secara berkala. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan  implikasi perpanjangan 

masa jabatan kepala desa terhadap hak-hak demokrasi masyrakat dan stabilitas 

pemerintahan desa.  

 

5. Bagaimana analisis perpanjangan masa jabatan kepala desa dari perspektif Siyasah 

Dusturiyah dan Al-Maslahah? Apakah perubahan ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum 

dan administrasi negara yang baik?   

Perancangan masa jabatan kepala desa dari perspektif Siyasah Dusturiyahdan Al- Maslahah 

memiliki beberapa poin penting untuk dipertimbangkan:   

a. Siyasah Dusturiyah:   

1) Perpanjangan masa jabatan kepala desa memiliki landasan yang kuat dalam Siyasah  

2) Namun, revisi undang-undang yang dilakukan DPR terhadap masa jabatan kepala 

desa dianggap sebagai tipe hukumyang represif, yang mencerminkan ketidak adilan 

yang nyata terhadap masyarakat dan tidak menutup kemungkinan terjadinya korupsi, 

kolusi, dan nepotisme.   
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b. Almaslahah   

1) Dalam perspektif AlMaslahah, pembatasan masa jabatan kepala  desa  sudah  

memenuhi ketentuan atau prinsip maslahah, yang bertujuan untuk mencegah 

kesewenang-wenangan dan berbagai macam penyimpangan oleh kepala desa.   

2) Pembatasan masa jabatan kepala desa juga dianggap dapat memenuhi prinsip 

kemaslahatan, dimana hakim dalam setiap mempertimbangkan dalil pemohon harus 

selalu menggunakan nalar yang berorientasi pada asa kebermanfaatan.   

c. Prinsip-Prinsip Hukum dan Administrasi Negara Yang Baik.   

1) Perubahan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dapat berpotensi mengurangi 

kesempatan masyarakat untuk menilai kinerja kepala desa dan memberikan mandat 

kepada calon pemimpin baru.   

2) Perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat membuka peluang korupsi lebih besar 

dan melanggar prinsip demokrasi yang telah dibangun terlebih dahulu.   

Dalam kesimpulan, perancangan masa jabatan kepala desa dari perspektif Siyasah  

Dusturiyah dan Almaslahah memiliki pro dan kontra. Penting untuk mempertimbangkan 

implikasi perpanjangan masa jabatan kepal desa terhadap prinsip-prinsip demokrasi 

masyarakat dan stabilitas pemerintahan desa.   

a. Adanya   aksi   Unjuk   Rasa   Seluruh   Kepala   Desa   seIndonesia   yang   menuntut 

perpanjangan waktu masa jabatan.   

1)  Aksi unjuk rasa ini dilaksanankan oleh seluruh kepala desa seindonesia( Apdesi) di 

depan  gedung  DPRRI pada  31  januari  2024  berakhir  ricuh.  Massa kepala desa 

melakukan demonstrasi untuk mendesak revisi Undang-Undang (UU) Nomor 6 

Tahun 2014 tentang desa agar segera dishkan. Mereka juga meminta DPR untuk 

merealisasikan keinginan kepala desa terkait perpanjangan masa jabatan.   

2)  Tuntutan Massa Kepala Desa:   

a) Revisi UU Desa: Massa kepala desa mendesak DPR untuk segera mengesahkan 

revisi UU Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.     

b) Perpanjangan Masa Jabatan:  Kepala  desa  juga  meminta  perpanjangan  masa 

jabatan untuk meningkatkan stabilitas pemerintahan desa danmemungkinkan 

mereka menyelesaikan program-program pembangunan  yang telah direncanakan.   

3) Respon Aparat:   

a) Pengamanan: Polisi mengerahkan 2.304 personel gabungan untuk mengaankan aksi 

demo, termasuk anggota sabhara yang bersiaga menggunakan tameng.   

b) Penutupan jalan:  Polda Metro Jaya menutup  semua  akses  jalan,  baik  arteri  

maupun tol depan gedung DPR/MPR, untuk menghindari kemacetan.   

4) Dampak Aksi:   

a) Lalu lintas Lumpuh: Aksi demo massa Apdesi membuat lalu lintas dijalan Gatot 

Subroto, Jakarta Pusat, maupun Tol dalam kota lumpuh.   

b) Kerusuhan: Massa kepala desa melakukan tindakan anarkis, seperti melemparkan 

batu dan botol plastik kearah petugas, serta membakar spanduk.   

b. Kebijakan Pemerintah   

Awalnya MK menolak akan pengajuan dari seluruh kepala desa tersebut dengan alasan   

bertentangan dengan konstitusi  dan   melalui   DPR   pengajuan   tersebut diajukan.Akhirnya  
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pemerintah  memberikan  kebujakan  akan  perngajuan  tersebut dengan mengabulkan 

perpanjangan waktu selama 2 tahun yang awalnya 6 tahun menjadi 8 tahun dan bisa 

menjabat selama 3x periode apabila terpilih kembali.   

c. Sikap dari pemerintah terhadap para kepala desa yakni memberikan kebijakan akan 

pengajuan yang di ajukan oleh seluruh kepala desa. Sikap pemerintah terhadap para kepala 

desa dalam memberikan perpanjangan masa jabatan dapat dilihat dari beberapa aspek:   

1) Mendukung stabilitas pemerintahan desa: Pemerintah mungkin melihat perpanjangan 

masa jabatan kepala desa sebagai cara untuk meningkatkan stabilitas pemerintahan 

desa dan memungkinkan kepala desa untuk menyelesaikan program-program 

pembangunan yang telah direncanakan.   

2) Meningkatkan efektivitas kerja:  Pemerintah mungkin berpendapat bahwa 

perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat meningkatkan efektivitas kerja kepala 

desa, karena mereka memiliki waktu yang lebih lama untuk melaksanakan program- 

program pembangunan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat.   

3) Mengurangi anggaran biaya pemilihan: pemerintah mungkin juga melihat 

perpanjangan masa jabatan kepala desa sebagai cara untuk mengurangi biaya 

pemilihan kepala desa yang baru, yang dapat menjadi beban pemerintah daerah.   

Namun, pemerintah juga perlu mempertimbangkan beberapa hal, seperti:   

a. Demokratisasi desa: Perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat dianggap sebagai 

ancaman terhadap demokratisasi desa, karena kepala desa dapat mempertahankan 

kekuasaannya lebih lama.     

b. Akuntabilitas dan Transparansi: pemerintah perlu memastikan bahwa kepala desa tetap 

akuntabel dan transparan dalam menjalankan pemerintahan desa, meskipun masa 

jabatannya diperpanjang.   

c. Partisipasi Masyarakat: pemerintah perlu memastikan bahwa masyarakat desa tetap 

memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan 

pengawasan pemerintahan desa.   

Berikut adalah beberapa implementasi yang perlu diperhaikan:   

a. Perubahan masa jabatan   

1) Masa jabatan 8tahun: Masa jabatan kepala desa diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 

tahun.   

2) Batas maksimal 2 periode: Kepala desa dapat menjabat maksimal 2 periode.   

b. Dampak implementasi   

1)Peningkatan stabilitas: Perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat meningkatkan 

stabilitas masyarakat desa.   

2) Peningkatan  kapasitas:  Kepala  desa  memiliki  waktu  yang  lebih  lama  untuk  

peningkatan kapasitasnya dalam mengelola desa.   

3) Resiko penyalahgunaan kekuasaan: Perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat  

memicu penyalahgunaan kekuasaan jika tidak diimbangi dengan peningkatan akuntabilitas 

dan transparansi.   

c. Tantangan implementasi   

1)  Pengawasan dan evaluasi: perlu dilakukan pengawasan dan evaluasi yang ketat  

terhadap kinerja kepala desa untuk memastikan efektifitas kerja.   
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2) Peningkatan kapasitas dan Akuntabilitas: Perlu dilakukan peningkatan kapasitas  

dan akuntabilitas kepala desa untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.       

Dalam implementasi UU No.3 Tahun 2024, perlu dilakukan Pemantauan dan evaluasi 

yang ketat untuk memastikan bahwa perpanjangan masa jabatan kepal desa  dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Tuntutan perpanjangan masa jabatan kepala 

desa yang diajukan oleh kelompok kepala desa di depan gedung DPR awal tahun 2023 tentu 

memiliki landasan yang kuat sehingga berani untuk mengajukan solusi terhadap revisi 

Undang–Undang tentang masa jabatan kepala desa. Hal ini disampaikan oleh Sunan 

Bukhori selaku Wakil ketua APDESI (Asosiasi Pemerintahan  Desa  Seluruh  Indonesia). 

Dalam  wawancara  eksklusif  oleh salah satu plaform tv nasional (CNN) mengatakan 

bahwa, Persoalan perpanjangan masa jabatan kepala desa dilakukan atas dasar menjaga 

stabilitas desa dan menghindari konflik pasca pilkades atau trauma sosial yang terjadi 

dikalangan masyarakat desa membuthkan waktu yang cukup lama sehingga dalam waktu 

6 tahun menjabat sebagi kepala desa dirasa belum cukup untuk menyelesaikan persoalan 

tersebut,terlebih lagi dalam tuntutan yang diajukan oleh APDESI mengatakan bahwa untuk 

memberikan kesempatan kepada kepala desa untuk menjabat lebih lama, sehingga dapat 

menyelesaikan pembangunan yang ada di desa.   

Berdasarkan alasan yang diutarakan oleh wakil ketua APDESI dinilai tidak masuk 

akal jikalau hanya itu saja yang menjadi landasan utama keinginan perpanjangan masa 

jabatan itu terealisasi, karena konflik yang terjadi pasca pemilihan seorang pemimpin itu 

menjadi suatu hal yang wajar karena tentunya dalam pemilihan seorang pemimpin pastinya 

memiliki 2 kelompok yang berbeda dalam memenangkan pemilihannya, sehingga jika 

kelompok yang lainnya kalah tentu ada kecemburuan sosial yang menimbulkan konflik 

antara kelompok dalam wilayah tersebut.   

 

D. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa:   

Urgensi perpanjangan masa jabatan kepala desa yang menjadi polemik pada saat ini 

menjadi hal yang harus dipikirkan secara baik, karena dampak yang nantinya akan dirasakan 

tentunya oleh masyarakat desa, perpanjangan masa jabatan kepala desa berdasarkan putusan 

Mahkama Konstitusi Nomor 42/XIX/2021 tentang masa jabatan dan periode jabatan kepala 

desa sudah diputuskan bahwa jabatan kepala desa adalah 6 tahun dan 3 kali periode dengan 

bisa menjabat kembali secara berturut–turut. Dalam putusan Nomor 42/PUU- XIX/2021, 

Mahkama Konstitusi menilai pembatasan masa jabatan kepala desa penting dilakukan karena 

dua alasan, pertama, untuk memberikan peluang peralihan kepemimpinan antar generasi 

secara definitif, Kedua, membatasi kekuasaan agar tidak sewenang– wenang.  

Konstitusi menjunjung tinggi prinsip, nilai dan semangat demokrasi. Bertentangan dengan 

ciri–ciri oligarki, dimana segelintir orang menikmati hak istimewa dan prioritas dalam 

lingkaran kekuasaan, demokrasi mengajarkan kita bahwa rakyat juga mengendalikan 

kekuasaan. Dalam pemerintahan demokratis, kepentingan umum selalu diutamakan dari 

pada kepentingan pribadi.   
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1. Penyebab perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dari sebelumnya 6 tahun 

yang lebih panjang bagi kepala desa untu menyelesaikan program-program pembangunan 

dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan masa jabatan yang lebih 

panjang, kepala desa dapat:   

a. Meningkatkan efesiensi pengelolaan Desa.Masa jabatan yang lebih lama memungkinkan 

kepala desa untuk menyelesaikan program-program pembangunan dengan lebih 

efesien dan efektif.   

b. Mempercepat  Regenerasi  Kepemimpinan.  Pembatasan  jumlah  periode  menjadi  2 

kali diharapkan   dapat   mempercepat   regenerasi   kepemimpinan   ditingkat   desa   

dan memberikan kesempatan kepada calon-calon pemimpin baru untuk berkontribusi 

dalam pembangunan desa.   

Perubahan ini tertuang dalam Undang-undang No.3 Tahun2024 tentang perubahan kedua 

atas Undang-undangNomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang disahkan oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR) pada 28 Maret 2024. Undang-undang  ini  juga  menetapkan batasan 

maksimal 2kali masa jabatan bagi kepala desa.   

2. Efektivitas kinerja yang ada itu kurang efektif jika tidak ada perpanjanagan masa jabatan 

tersebut.   

Jika tidak ada perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun, maka 

beberapa kemungkinan terdampak pada efektivitas kinerja kepala desa adalah:   

a. Keterbatasan waktu.    

1) Kepala desa mengkin terburu-buru untuk menyelesaikan program-program 

pembangunan   dalam   waktu  6 tahun,  sehingga   efektivitas   kinerja   mungkin terganggu.    

2) Kurangnya waktu dapat menyebabkan  kepala  desa  tidak  dapat  menyelesaikan proyek-

proyek yang sudah direncanakan, sehingga tujuan pembangunan desa tidak tercapai.   

b. Kurangnya Stabilitas.   

1)Masa jabatan yang lebih pendek dapat menyebabkan kurangnya stabilitas dalam 

pemerintahan desa, sehingga kepala desa mungkin tidak dapat membangun tim yang solid 

dan efektif.   

2) Kepala desa mungkin juga tidak dapat membangun hubungan yang kuat dengan  

masyarakat dan stakeholder lainnya, sehingga efektivitas kinerja terganggu.   

c.  Regenerasi Kepemimpinan.     

1) Dengan masa jabatan 6 tahun, regenerasi kepemimpinan mungkin dapat terjadi lebih 

cepat, sehingga ada kesempatan bagi calon-calon pemimpin baru untuk berkontibusi 

dalam pembangunan desa.   

2) Namun, regenerasi  kepemimpinan  yang  terlalu  cepat  juga  dapat  menyebabkan  

kurangnya kontinuitas dalam program-program pembangunan desa.   

d. Berdampak pada Pembangunan Desa.   

1)  Tanpa  perpanjanagan  masa  jabatan,  pembangunan  desa  mungkin  tidak  dapat  

berjalan secara optimal, sehingga tujuan pembangunan desa tidak tercapai.   

2)  Kepala  desa  mungkin  tidak  dapat  penyelesaikan  proyek-proyek  infrastruktur,  

pendidikan, dan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat desa.   
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Dalam keseluruhan, tidak adanya perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat 

mempengaruhi efektivitas kinerja kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa dan 

membangun masyarakat desa.   

3. Efektivitas kinerja yang ada itu kurang efektif jika tidak ada perpanjanagan masa jabatan  

tersebut.  

Jika tidak ada perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun,  

maka beberapa kemungkinan terdampak pada efektivitas kinerja kepala desa adalah:   

a. Keterbatasan waktu.    

1) Kepala   desa   mengkin   terburu-buru   untuk   menyelesaikan   program-program 

pembangunan   dalam   waktu   6   tahun,  sehingga   efektivitas   kinerja   mungkin 

terganggu.    

2) Kurangnya waktu  dapat  menyebabkan  kepala  desa  tidak  dapat  menyelesaikan proyek-

proyek yang sudah direncanakan, sehingga tujuan pembangunan desa tidak tercapai.   

b. Kurangnya Stabilitas.   

1) Masa jabatan yang lebih pendek dapat menyebabkan kurangnya stabilitas dalam  

pemerintahan desa, sehingga kepala desa mungkin tidak dapat membangun tim yang 

solid dan efektif.  

2) Kepala desa mungkin juga tidak dapat membangun hubungan yang kuat dengan  

masyarakat dan stakeholder lainnya, sehingga efektivitas kinerja terganggu.   

c.  Regenerasi Kepemimpinan.   

1)  Dengan masa jabatan 6 tahun, regenerasi kepemimpinan mungkin dapat terjadi lebih 

cepat, sehingga ada kesempatan bagi calon-calon pemimpin baru untuk berkontibusi 

dalam pembangunan desa.   

2)  Namun, regenerasi  kepemimpinan  yang  terlalu  cepat  juga  dapat  menyebabkan  

kurangnya kontinuitas dalam program-program pembangunan desa.   

d. Berdampak pada Pembangunan Desa.   

1) Tanpa perpanjanagan masa jabatan, pembangunan desa mungkin  tidak  dapat  

berjalan secara optimal, sehingga tujuan pembangunan desa tidak tercapai.   

2) Kepala  desa  mungkin  tidak  dapat  penyelesaikan  proyek-proyek  infrastruktur,  

pendidikan, dan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat desa.     

Dalam keseluruhan, tidak adanya perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat 

mempengaruhi efektivitas kinerja kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa dan 

membangun masyarakat desa.   

4. Adanya perpanjangan masa jabatan kepela desa juga membawa dampak baik dampak  

positif maupun dampak negatif.   

a. Dampak positif yang ditimbulkan terhadap perpanjangan masa jabatan  kepala desa antara 

lain:   

1) Kepala desa mampu menjalankan Visi dan Misi yang mereka miliki secara maksimal 

terhadap masyarakat.   

2) Kepala desa mampu menjalankan Rancangan Kerja yang sudah dibentuk melalui 

Musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RJPM) secara maksimal.   

3) Kepala  desa  mampu  menuntaskan  pembangunan  desa  dan  mensejahterakan 

masyarakat secara maksimal apabila masa jabatan yang diberikan diperpanjang.   
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4) Menyelesaikan persoalan yang ada di desa demi mencapai tujuan pembangunan desa 

yang lebih baik dengan masa jabaan yang lebih lama.   

5) Menghindari  gejolak  konflik  pasca  pilkades  dengan  warga  masyarakat tidak 

menghadapi ketegangan pada saat pilkades dilaksanakan.   

b. Dampak Negatif yang ditimbulkan terhadap peranjangan masa jabatan  kepala desa antara 

lain :   

1) Peningkatan risikoo penyalahgunaan kekuasaan.   

2) Peningkatan risiko penyalahgunaan jabatan.   

3) Peningkatan risiko kecemburuan sosial dimasyarakat.   

4) Timbulnya  dinasti  kepemimpinan  sehingga  menutup  kemungkinan  agar  tidak terjadi 

regenerasi yang sehat.   

5) Akan ada peningkatan risiko penyalahgunaan dana desa.   

6) Kemunculan   tindakan   Nepotisme   yang   akan   menyebabkan   penyalahgunaan  

kewenangan dalam pengisian struktur pemerinthan didesa.   

7) Memberikan ruang gerak lebih sempit terhadap orang lain untuk berkesempatan menjadi 

kepala desa.   

8) Jika seorang  kepala  desa  yang  telah  menjabat  selama  9  tahun  terbukti  tidak  layak  

menjalankan tugasnya, maka akan menimbulkan kerugian di masyarakat.   

9) Dapat menimbulkan keresahan ditengah– tengah masyarakat. Dapat menyebabkan 

kurangnya transparansi dalampenggunaan anggaran karena masa jabtan kepala desa 

terlalu panjang.      
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